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Tesisini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta
Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan
dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak
memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris
(UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan
dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk
Menjual sebagal jaminan atas ikatan utang piutang dan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagal jaminan atas ikatan utang
piutang. Penelitian menggunakan metode Y uridis Normatif dengan tipe penelitian menganalisis masalah
melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan
hasi| penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Notaris salah dalam menentukan
perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),
akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian
utang piutang tidak tepat, karena akta tersebut bukan lembaga untuk jaminan. Notaris tidak melakukan
penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden. Akibatnya akta dapat dibatalkan di Pengadilan,
karena Notaris tidak membacakan akta dan tidak hadir di hadapan para pihak serta akta tidak memenuhi
syarat subjektif yaitu kata sepakat. Selain itu, ke 3 (tiga) akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu
sebab yang halal, adanya suatu larangan yang diperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman.
...... Thisthesis examines the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of
Authorization to Sell and the deed of Employment Agreement which is poured into the deed which is signed
does not meet the requirements and is not desired by either party. Notaries are wrong in implementing legal
actions so that they do not meet the legal requirements of the agreement and do not fulfill the provisions of
the Notary Position Act (UUJN), the case that occurred in the Supreme Court Decision Number 1070
K/Pdt/2020. The problem in this study is related to the legal consequences of the deed of the Sale and
Purchase Binding Agreement (PPJB) and the deed of Power to Sell as collateral for the debt and receivable
bonds and the role and responsibility of the Notary in the deed of the Binding Sale and Purchase Agreement
(PPJB) and the deed of Power of Attorney to Sell as collateral for the bond. debts and receivables. The
research uses the normative juridical method with the type of research analyzing the problem of conducting
document studies to obtain secondary data and qualitative analysis so as to produce descriptive analysis
research results. Based on the results of data analysis, the Notary made a mistake in determining the legal
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actions as outlined in 3 (three) deeds, namely the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB),
the deed of Power to Sell and the deed of Employment Agreement as binding collateral in the debt and
receivable agreement, because the deed it is not an institution for guarantees. Notaries do not provide legal
counseling and do not meet the verification requirements. As aresult, the deed can be canceled in court,
because the Notary does not read the deed and is not present before the parties and the deed does not meet
the subjective requirement, namely an agreement. In addition, the 3 (three) deeds do not meet the objective
requirements, namely because it islawful, there is a prohibition on the ownership of the guarantee by the
lender.



